
Mengingat ..... /-2-1 

c. l>ahwa pcncegahan dan penurunan stunting 
mem rlukan intervensi yang terpadu, mencakup 
intervcnsi spesifik dan intervensi sen.sit.if melalui 
Konvergensi Stunting terintegrasi termasuk 
mcndorong per an desa di Kabupaten Supiori yang 
mana ruer-upakun masalah lain juga yang memacu 
stunting yaitu Ariern ia pada ibu ha.mil dan berat 
bayi lahir rendah: 

d. be. hw.1 bcr daaarfcan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c di 
at as, m alca perlu meriet apk.an Pera.turan Bu pat i 
tern.arig Peran Kmnpung dalam Pencegahan dan 
Penanganan Stunting di Kabupaten Supiori. 

a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden N omor 83 
Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategi Pangan dan 
Gtzi dipcrlukan upaya meridororig desa-desa dalarn 
Kouvergensi pencegahan dan penurunan stunting; 

b. ba'hwa stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada 
anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama 
pada 1.000 (seribu) Hari Pertarna Kehidupan (HPK). 
Stunting mernperrgar ufn pertumbuhan dan 
perkembangan otak. Anak stunting juga memiliki 
risiko lebih tinggi menderita penyakit kronis di 
masa dewasanya; 

BUPATI SUPIORI, 

DENGAN RAHMATTUHANYANG MAI-IA ESA 

PERt\N KAMPUNG DALAM PENCEGAIIAN DAN 
PENANGANAN STUNTING 

TENTA.NG 

NOMOR 23 TAHUN 2023 

Pf:RATURAN BUPATI SUPIORI 

BUPATI SUPIORI 
PROVINSI PAPUA 

Menlmhang 
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10. Undarig-Undang ..... /-3~ 

1. Undang-Vndang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelcnggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tmnbahan Lembar an Negara Republik Indonesia 
Nomor ;1851); 

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 ten tang 
Otoriorni Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, 
Tambahan Lcmbaran Republik Indonesia Nomor 
4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang­ 
Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4842) tentang Perubahan 
at as Undang-Vndang Nomor 21 Tahun 2001 tentang 
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papus (Tambahan 
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 112, Tarnbah an Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4884); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lerribarari Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Un.dang-Un.dang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung J awab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara epublik lndonesia Nomor 4400); 

6. Undang-·Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemcrintah Pusat dan 
Pcmermtah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang--Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kcsehalan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5063); 

8. Uri durrg-Urrd arig Nomor 12 Tahu 2011 tentang 
Pernbentukan Pcraturan Perundang-Undangan 
(Lernbar an Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambab.an Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang 
Pangan 
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20. lnstruksi ..... /-4-~ 

15. Peraru ran Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang 
Sislem Informasi Ke-seh atan (Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, 
Tarnbahan Lembar an Negara Republik Indonesia 
Nomor 5542); 

16. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang 
Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi; 

17. Peraturun Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang 
Kebijalcan Stratcgi Pangan dan Gizi; 

18. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2018 tentang 
Rencana Kerja Pcrnerintah Tahun 2019; 

19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang 
Ren can a Pem bungunan J angka Menengah 
Nasional Tahun ?.020-2024; 

10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495); 

l 1. Uridrmg Undang r ornor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemcri t ahau Dacrah (Lembaran Negara Republik 
Indon sta Tahu 1 244, Tambahan Lem.baran Negara 
Republik lndo rceia Nomor 5587), sebagaimana telah 
diubah bebc.rap a kali terakhir dengan Undang­ 
Undang Norn. r 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Ke II atas Undang-Undang N omor 23 Tahun 2014 
tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, 
Tambaban Lernbruan Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5601); 

13. Peratur an Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara 
Pem.erintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 
Pcrnc-r i r t ab.ari Dacrah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, 
Tambahan Lem bar an Negara Republik Indonesia 
Nornor 4737); 

14. Peraturan Pem.erintah Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 
Norn.or 6 T'ahu n 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, 
Tambuh an Lemburari Negara Republik Indonesia 
Nornor 5539); 
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31. Surat ..... /-Sf 

25. Peraturan Mcnteri Perencanaan Pembangunan 
Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan 
Nasio ral Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman 
Umuni Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup 
Sehat; 

26.Peraturan Mentcri Perencanaan Pembangunan 
Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan 
Nasional Nomor I Tahun 2018 tentang Rencana Aksi 
Pangan dan Gizi yang Menetapkan RAN-PG, Pedoman 
Periyu surian RAD-PG dan Pedoman Pemantauan dan 
Evaluasi RAN/RAD-PG; 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 
2019 ten tang Pedoman Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019); 

28. Pcraturan l\/lenteri Keuangan Nomor 
61/PMK.07 /2019 t.entang Pcdoman Penggunaan 
Transfer k.c Dner ah dan Dana Desa Unt uk 
Mendukung Pdaksanaan Kegiatan Intervensi 
Pcncegahan St.u nt.ing Terintegrasi; 

29. Surat Keputusan Menteri Koordinator Kesejahteraan 
Rakyat Nomor l J Tahun 2014 tentang Tim Teknis 
Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi; 

30. lnstruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 440/ 1959/SJ 
ten tang In tervensi Penurunan Stunting Terintegrasi 
'I'ah u n 2019; 

20. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 ten tang 
Gerakan Masyarakat Hidup Sehat; 

21. Pcraturan Mcn.tcri Kesehatan Nomor 
2269/Menkes/Per/XJ/201 l tcntang Pedoman 
Pcmbinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat; 

22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 4 Tahun 2012 
tentang Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi; 

23.Peraturan Merrteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 2036) sebagaimana te1ah diubah dengan 
Pcraturan Mcnteri Dalarn Negeri Nornor' 120 Tahun 
2018 tentang Peru bab an Atas Peraturan Mentcri 
Da larn Negcri omor 80 Tahun 2018 tentang 
Pcin bent.u kari Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
157); 

'.24. Peraturan Mcnteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 
ten tang Pedom.an Penyelenggaraan Program 
Indon esta Sehat derigan Pendekatan Keluarga; 
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8. Anggaran ..... /-6-l 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Supiori. 

2. Pemerintah Daerah udalah Pe 1.erintah Kabupaten Supiori. 

3. Dewan Pcrwa kilari Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat 
DPRD. 

4. Bupati adalah Bupati Supiori. 

5. Sekretaris Daerah, yang selanjutnya disebut SEKDA adalah 
Sekretaris Daerah Kabupaten Supiori. 

6. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut OPD 
adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Supiori 
selaku Pengguna Anggaran. 

7. Stunting adalah l ondisi gagal tumbuh pada anak-anak akibat 
dari kekurangan gizi kronis, sehingga arrak terlalu pendek untuk 
usianya. 

Pasal J 

BABI 
KETE TU UMUM 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERAN KAMPUNG DALAM 
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN STUNTING DI KABUPATEN 
SUPIORI. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN 

31. Surat Keputusan Deputi Bidang Sumberdaya 
Manusia Kementerian Perencanaan Pembangunan 
Nasional/Badan Perencanaan Pernbangunan 
Nasional Nornor 37 /D.1/06/2014 tentang Kelompok 
Kerja Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi; 

32. Pcraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 3 Tahun 
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Mcnengah Provin si Papua Tahun 2019-2023; 

33. Peraturan Daerah Kabupaten Supiori Nomor 1 Tahun 2022 
Tcntang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah 
Kabupatcn Supiori Tahun 2022 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Supiori Tahun 2022 Nomor 01); 

34. Pcraturan Bupati Supiori Nomor 3 Tahun 2022 Tentang 
Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Ka bu paten Supiori 
Tahun 2022 (Rerita Daerah Kabupaten Supiori Tahun 2022); 

35. Peraturan Bupati Supiori Nomor 2A Tahun 2017 
Tentang Kepcndudukan dan Susunan Organisasi 
Perangkat Daerah Kabupaten Supiori. 
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20. Rencana Strategi ..... /-7- ~ 

14. Dana Alokasi Khusus adalah Dana Alokasi dari Anggaran 
Pendapat.an dan Belanj a Negara kepada 
Provinsi/Kabupatcn/f{ota tcrterrtu dengan tujuan untuk 
mcndanai kegiatan khusus yang merupakan urusan 
Pemer+nt.ah Daerah, varig selanjutnya disingkat DAK. 

15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran adalah Dokumen yang memuat 
pendapatan dan Belanja s trap Organisasi Perangkat Daerah 
yang digunakan se bagai dasar pelakaarraan oleh penggu na 
anggaran, yang disingkat DPA. 

16. Program Keluarga I Iara.pan adalah kegiatan perlindungan sosial 
melalui pemberian uang non tunai kepada rumah tangga sangat 
miskin, yang disingkat PKH. 

17. Pcmberian Makanan Bayi dan Anak adalah Pern berian m alcan an 
at.au rntrrurn an yang mengandung zat gizi pada bayi dan anak, 
yang selanjutnya disrngkat PMBA. 

18. Prioritas dan PlaJon Anggaran Sernentara yang selarijutriya 
disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan 
batas maksimal anggaran yang diberikan kepada OPD untuk 
setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-OPD 
sebelum disepakati dcrrgau DPRD. 

19. Ren can a Aksi Da.er rt h Pangan Gizi adalah Dokum.en perencanaan 
t.ur urrari dari rcncana aksi nasional pangan dan gizi yang menjadi 
landasan perencanaan pembangunan pangan dan gizi di daerah, 
yang selanjutnya disingkat RAD-PG; 

adalah Dinas 
Supiori, yang 

12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung 
Pcmbcrd ayaan Masyarakat Karnpung Kabupaten 
selanjutnya. disebut DPMK. 

13. Berat Badan Lahir Rendah adalah bayi yang lahir dengan berat 
badan lebih ren<lah dari berat badan bayi rata-rata, yang 
selanjutnya disingkat BBLR. 

8. Anggaran Pendapatan dan Bclanja Daerah, yang selanjutnya 
disingkat APBD adaiah rencana keuangan tahunan pemerintah 
daerah yang dibahas dan disetujui bersarna oleh Pemerintah 
Daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan Pcraturan Daerah. 

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, yang sclanju tnya 
disingkat APJJK; 

10. Bad.an P rencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya 
disebu t BAPPED a alah Pcrangkat Daerahyang memiliki tugas 

pokok metaksanakar, perumusan dan pelaksanaan 
kebijak:an teknis perencanaan pembangunan dan penyusunan, 
serta pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah 
di Kabupaten Supiori. 

11. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Supiori. 
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30. Diseminasi adalah ..... /·8-l 

26. Tablet Tam bah Darah adalah tablet salut gula yang mengandung 
zat besi dan a.sam folat, zat besi penting dalam pembentukan 
hemoglobin ditubuh sehingga dapat membantu mengatasi 
ariem ia, yang selanjutriya diemgkat TTD; 

27. Anak berusia di bawah dua tahun adalah yang selanjutnya 
disingkat Baduta; 

28. Bawah Lima Tahu 1. adalah salah satu periode usia manusia 
setelah bayi dengan rentang usia dimulai dari 2 (dua) sampai 
dengan 5 (lima) tahun, atau biasa digunakan perhitungan bulan 
yaitu usia 24 smnpai dengan 60 bulan, yang selanjutnya 
disingkat Balita. 

29. Berat Badan Lahir Rendah adalah bayi yang lahir dengan berat 
badan lebih rendah dari berat badan bayi rata-rata, yang 
selanjutnya 'disingkat BBLR. 

30. Badan Kcrja sama Antar Desa adalah Badan yang dibentuk 
dengan adanya k erja aam a antar desa dalam hal mengelola 
sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di desa, 
yang sela.n.jutnya singkat BK.AD. 

29. Daftar Usulan RKP Kampung adalah Penjabaran RPJM Desayang 
menjadi bagian dari l<KP Desa untukjangka waktu l (satu) tahun 
yang akan diusulkan Pcmcrintah Desa kepada Pcmerintah 
Daeral i Kabupatcn/ Kota melalui mclcanf srne perencanaau 
Daer ah, yang sclanjutnya disingkat DDU RKPDESA. 

adalah Dokumen Perencanaan 
(satu) tahun, yang selanjutnya 

Pernerintah 
periode 1 

Rencana Kerja 
Nasional untuk 
disingkat RKP; 

25. Survei Indikator Kesehatan Nasional adalah salah satu riset 
kesehatan nasional antar risct kesehatan dasar yang dilakukan 
Badan Lit.bangkcs dan Kernentcrian Kesehatan, yang selanjutnya 
disingkat SIKN; 

24. 

20. Rencana Stratcgi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 
Ren str a PD adalah Dokumcn Perencanaan Perangkat Daerah 
untuk Periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2019 sampai 
dengan Tahun 2023. 

21.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 
Renja PD adalah Do ku meri Perencanaan Perangkat Daerah 
untuk periode 1 (satu) tahun. 

22. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu 
atau lebih kegiatan yang dila.ksanakan oleh Perangkat Daerah 
atau masyarakat, di koordinasikan oleh pemerintah daerah 
untuk rnorrcap ai se sar an dan tujuan pem.bangunan daerah. 

'.23. Rencana Pembarigurran Jungka Menengah Daerah yang 
sclanj utnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Nasional untuk eriode 5 (lima) tah uri. 

- 7 - 



39. Penyediaan air ..... / -9- ~ 

31. Focus Group Discussion (diskusi kelompok terpimpin) adalah 
diskusi tcrfokus dari suatu grup untuk membahas suatu masalah 
tertentu, d alarn au auarra informal dan santai, yang selanjutnya 
disingkat FG D. 

32. Hari Pertarna Kehidupan arlalah 1.000 (scribu) Hari Pertama 
Kehidupan ini terdiri dari 270 (dua ratus tujuh puluh) hari sclarn a 
kchamilan d an 730 (tujuh ratus tiga puluh) hari pada 2 (dua) 
tahun pertama kehidupa.n scorang anak, yang selanjutnya. 
disingkat Hari Pcrtama Kehidupan (IIPK); 

33. Inisiasi Menyusui Dini adalah Tahapan paling penting untuk 
dilakukan ibu dan bayi setelah persalinan, proses mem berikan 
Air 8usu Ibu (ASl) s 'segcra mu ngkin pada si kecil dalam 30 
sampai dorigarr oO mcnit s tel.ah kelahirannya, yang selanju r nvn 
disingkat IMD; 

34. Kesehatan Ibu dan Anak adalah Upaya di bidang kesehatan yang 
menyangkut pelayanan dan pemeliharaan ibu hamil, ibu bersalin, 
ibu rncnyusui, bayi dan anak balita serta anak prasekolah, yang 
selanjutnya disingkat KIA; 

35. Kader Pernbangunan Manusia adalah Warga masyarakat desa 
yang dipilih melalui mu.syawarah desa untuk bekerja membantu 
p 'mcrintah desa dalam mernfasilitasi pembangunan sumberdaya 
man sia ditingkal dcsa, yang sdanjutnya disingkat KPM. 

36. Kader Pcmberdayaan Masyarakat Desa adalah mendorong 
pru·tisipasi dan gotong royong nrasyaralcat untuk terlibat secara 
aktif dalarn proses pembanguua.n desa mulai dari perencanaan, 
pelaksanaan, hingga pengcndaliannya dalam rangka melakukan 
pendampingan imp emenrasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa, yang selanjutnya disingkat KPMD. 

37. Makurrari Penctamptng Air Su au ibu adalah mal arran tambahan 
varrg rnudah dikonsumsi yang diberikan pada bayi selain Air Susu 
Ibu (AS{), ketika Air Susu ibu tidak dapat mencukupi nutrisi anak 
untuk tumbuh kembang opt.im al, biasanya. diberikan pada u m u r 
4 (empat) sampai 6 (cnam) bulan hingga berumur 2 tahun, yang 
selanjutnya disebut Maka.nan Pcndamping Air Susu Ibu (ASI). 

38. Pendidikan Anak Usia Dini adalah jenjang pendidikan sebelum 
jenjang pendidikan dasar yang mcrupakan suatu upaya pembinaan 
yang dituJukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) 
Lahun yang dilakukan melalui pernberian rangsangan pendidikan 
untuk nrern barrtu p crt.u rn b u h a n dan perkembanga.n jasmani dan 
roh arri, yang selanjutnya. disingkat PAUD; 

30. Dtse m lrra.sr adatar s u at.. L kegiatan yang ditujukan kepada 
kclompok targcL atau individu agar mereka memperoleh 
informasi, timbul kesadaran, menerima dan akhirnya 
memanfaatkan informasi t.ersebut. 
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40. Perilaku Hidup Ber srh dan Sehat adalah semua perilaku kesehatan 
yang dilakukan atas kesadarari, sehingga anggota keluarga atau 
keluarga dapat menolong dirinya sendiri dibidang kesehatan dan 
bcrperan a.ktif dalam kcgiatan-Icc.gtatan kesehatan di masyarakat. 

41. Pusat E(egiatan Gugu s PAUD adalah suatu organisasi yang 
memayungi gugus - gugus Pa.ud dala.m pengembangan krea.si da.n 
inovasi pcmbelajaran, baik dibidang kurikulum maupun kemajua.n 
sistem informasi, yang selanjutnya disingkat PKG PAUD. 

42. Pendarnping Lokal Kampung adalah sebuah jabatan sebagai 
pendamping desa di bawah Kementerian Desa, Pembangunan 
Daerah 'I'ertinggal dan Transmigrasi Indonesia yang 
pembentukannya berdasarkan Undang-Undang Desa, yang 
bertugas untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat di sebuah 
dcsa, yang selanjutnya disiugkat PLD. 

43. Pemberian Makarran Bayi dan Anak adalah Pemberian makanan 
pada bayi dan anak dalam berbagai kondisi, baik dalam keadaan 
schat maupun kondisi sakit, sclanju tnya disingkat PMBA. 

44. Pembertari Makan Tam.bahan aclalah kegiatan pemberian makanan 
ke pada balita dalam bentuk kudapan yang arnari dan bermutu 
beserta kegiatan pendukung Iainriya dengan mempcrhatikan aspek 
mutu clan keamanun pangan, yang selanjutuya disingkat PMT. 

45. Penggcrak Swadaya Masyaralcat adalah jabatan yang mempunyai 
ruang lingkup, tugas, tanggurig jawab, wewenang dan hak untuk 
melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa melalui 
penggerakan keswadayaan masyarakat untuk mencapai 
kcmandirian yang berkelanjutan, selanjutnya disingkat PSM. 

46. Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi adalah merupakan dokumen 
perencanaan turunan dari Ren can a Aksi Nasional Pangan dan Gizi 
yang rnenjadi landasan perencanaan pembangunan pangan dan 
gizi di daerah, yang clanju tnya disingkat RAD-PG. 

4 7. Ru mah Desa Seha adalah tempat bersama bagi para pegiat 
pemberdayaan masyarakat dan pelaku pembangunan desa dibidang 
kcsehatan, yang berfungsi sebagai ruang literasi kesehatan, pu sat 
penyebaran inforrnasi kesehatan dan forum advokasi kebijakan di 
bida.ng kesehatan yaug selanjutnya disingkat RDS; 

48. R" set Keschatan Daaar adalah salah satu rrset skala nasional yang 
herb· sts korrru uit as dan t -Iah dilaksanakan seoara berkala olch 
Badan Litbangkes Kemerrter inu Keschatan Republik Indonesia, yaug 
hasilnya telah banyak dirnanfaatkan uritu k tujuan perencanaan, 
pemantauan dan cvatuasi program pembangunan kesehatan baik di 
tingkat Nasional, yang selanjutnya disingkat Riskesdas. 

49. Rencana pem bangunan ..... / -10-i 

39. Penyediaan Air Mirrurn dan Sarnt.aei Berba.sis Masyarakat adalah 
salah s at u program yang dilalc:sanakan oleh pemerintah Indonesia 
derrgan dukungan Hank Dunia, program ini dilaksanakan di 
Wilayah Pcrdesaan dan Pirrggir-ari Kota, yang selanjutnya disingkat 
PAM SIMAS. 
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13AB II MAKSUD DAN TUJUAN ..... /-11-i 

56. Tim Pelaksana Kegiatnn yang selanju tnya disingkat TPK. 

57. Intervcnsi Gizi Spesifik arlalah intervensi yang ditujukan kepada 
a.oak 1.000 (seribu) Hari Pertarnu Kehidupan (HPK), pada umumnya 
dilakukan oleh sektor kesehatan dan bersifat jangka pendek. 

58. Konvergensi adalah sebuah pendekatan intervensi yang 
dilakukan secara terkoordinir, terpadu dan bersama-sama 
keparla target sasaran wilayah geografis dan rumah tangga 
prioritas (r u.m ah tangga 1.000 Hari Pertama Kehidupan) di lokasi 
dengan prloritas penanganan .. 

!:>9. U paya perbaikan Gizi adalah kegiatan dan/ atau serangkaian 
kegiatan yang di akukan secara terpadu terintegrasi dan 
berkesinam.bungan untuk memetthar a dan meningkatkan status 
gizi m asyar akat dalarn bentuk upaya promotif, prcventif, kuratif 
maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah Daer ah 
dan/ atau masyarakat. 

60. Su rvetl.an s Gizi adalah pengarnatan secara teratur dan terus 
menerus yang dilakukan oleh tenaga gizi terhadap semua 
aspck penyal<lt gizi, baik keadaan maupun penyebarannya 
d alarn suatu rnasyarakat tertentu untuk kepentingan 
percepatan dan pencegahan. 

sebuah 
pend ck 

54. Tikar Pertumbuhan adalah Tikar untuk mengukur 
kondisi dimana tinggi badan seorang anak lebih 
dibandingkan dengan tinggi badan anak seusianya. 

55. Tim Penggerak Pcmbinaan Keeejah teraan Keluarga yang selanjutnya 
disingkat TP PKK. 

53. Survci sosial dan ekonorni nasional adalah Pedornan Pencacah 
Modul Pcrurrrah an dari Kesehatan, yang selanjutnya disingkat 
SUSENAS. 

49. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung adalah 
Rcncana Icegiat an pernbangunan kampung untuk jangka waktu 6 
(enam) tahun, yang sel anju triya disingkat RPJMK. 

50. Rencana Kerja Pernerintah Kampung adalah Rencana kerja 
pemcrintah Kampung yang dibuat untuk jangka waktu 1 (satu) 
tahun yang berdasarkan penjabaran dari RPJM Kampung, hasil 
evaluasi pelaksanaan pembariguriari tahun sebelumnya, yang 
selanjutnya disingkat RKPK. 

51. Rencana Kerja Tindak Lanjut scbuah rencana kerja yang termaktub 
dalarn pelatihan teknis yang dibuat secara individu oleh peserta 
Pclatihan, yang selanjutnya disingkat RKTL. 

52. Sanitasi berbasis- m asyar-ajcat adalah pendekatan untuk 
mengubah perilaku higienis dan sanitasi melalui pemberdayaan 
masyarakat dengan metodc pemicu yaitu menurunkan kejadian 
penyaldt diare dan penyakit berbasrs lingkungan lainnya yang 
berkaitan dengan sanitasi dan perilaku, yang selanjutnya 
disingkat SANIMAS. 
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BAB III SASARAN ..... /-12-~ 

t. Memfaailit.ast konsolidasi sumber daya yang ada di Kampung 
dengan sumber daya darI Pemermtah, Pernerirrtah Daerah 
Provinsi dan atau Pernerrn tuh Daerah Ka.bupaten/Kota serta 
pihak ketiga scp ert i: Lembuga Swadaya Maayar'alcat (LSM), 
orgunrsast massa, perguruuu tiriggi, media rnassa dan swasta 
untuk dimanfaatkan dalam konvergensi pencegahan stunting. 

Kampurig, BAMUSKAM dan 
menyelenggarakan kon vergensi 

partisipasi, tra:nsparan dan 

d. Memfasilitasi Pemerintah 
masyarakat untuk mampu 
pencegahan stunting secara 
akuntnbel; 

Memfasilitasi keterpaduan perencanaan pembangunan 
Kampung derigan perencanaan pembangunan kawasan 
pcrdesaan dan/atau perencanaan pernbangunan daerah yang 
mengu tamakan pencegahan stunting; dan 

a. Mcmfasilitasi penguatan komitmen kepala Kampung, anggota 
BAMUSKAM d an masyarakat untuk mengutamakan pencegahan 
stunting sebagai salah satu arah kebijakan perencanaan 
pembangunan Kampurig: 

b. Memfasilitasi penyelenggaraan pembangunan Kampung secara 
demokrasi dan berkeadilan sosial agar kader Kampung dan 
sasaran keluarga J .000 (seribu] Hari Pertama Kehidupan (HPK) 
mampu untuk hcq.Jnrtisipa:si daram pembnrigu nnn Kampung; 

c. Memfasilitasi kegiatan-kegtatan pencegahan stunting sebagai 
bagian dari kegiatan pcmbangunan Kampung yang 
diprioritaskan untuk dibiayai dengan anggaran Kampung 
khususnya Dana Kampung; 

pihak terkait dalam 
fasili tas kon vergen si 
yang transparan dan 

c. Memberikan acuan bagi seluruh 
mengupayakan penyelenggaraan 
pencegahan stunting di Kampung 
akuntabel. 

(2) Tujuan peran Kampung dalarn konvergensi pencegahan stunting 
adalah: 

(1) Maksud per an karnpung dalam konvergensi pencegahan stunting 
adalah: 

a. Mengembangkan fasilitas kunvergensi pcncegahan stunting di 
Karnp urig yang partfsipatif, terpadu, sinergis dan bertumpu pada 
pemanfaatan sumber dava Iokal; 

b. ern ber lkari acu an bagi pem angku kepcntingan di Kampung 
untuk efektivitas fasilitas konvergensi pencegahan stunting di 
Karnpung; dan 

Pasal 2 

DA13 II 
MAKSUD DAN TU,JUAN 
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a Pemberian makanan ..... /- 13-4 

(2) Kegiatan interveusi gizi spesifik 1.000 (seribu) Hari Pertama 
Kehidupan (HPK) untuk ibu hrunil sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( l) huruf a mcliµuti kegiatan: 

(1) Kepiatan intervensi penurunan dan pencegahan stunting di desa 
dilakukan metalut program : 

a. Kegiatan Intervensi Gizi Spesifik 1.000 (seribu) Hari Pertama 
Kehidupan 
(HPK); dan 

b. Kegiatan Intervensi Sensitif Pencegahan Stunting. 

BAB IV 
KEGIATAN INTERVENSI PENURURUNAN DAN PENCEHAN 

Pasal 5 

(2) Intervensi sen sitif mencakup : 

a. Peningkatan alcses pangan bergizi. 

b. Peningkatan kesadaran, komitmen dan praklik pengasuhan 
gizi ibu dan ariak. 

c. Peninr;katan alcses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan. 

d. Peningkatan penyedraan air bersih dan saran sanitasi. 

a. Kecukupan asupan makanan dan gizi; 

b. Pem berian ma kanan, pera v'1atan dan pola asuh. 

c. Pengobatan infeksi/penyakit. 

( 1) Intervensi gizi spesifik menyasar penyebab langsung terjadinya 
stunting yang melrpu ti: 

Pasal 4 

Bagian Ked ua 
Intervensi 

(1) Sasaran prioritas konvergensi pencegahan stunting adalah ibu hamil 
dan anak usia O sampai dengan 23 bulan atau rumah tangga 1.000 
(seribu) Ilari Pertama Kehidupan (HPK). 

(2) Sasaran penting, yaitu anak usia 24 sampai 59 bulan, wanita usia 
subur dan remaja putri. 

Bagian Kesatu 
Sasaran 
Pasal 3 

BABTII 
SASARAN DAN INTEHVGNSI 
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j. Manajemen ..... /-14-} 

(5) Kegiatan intervensi sensitif pencegahan stunting untuk 
peningkal an akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b meliputi : 
a. Akses pelayanan kcluarga berencana. 

b. Akses Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). 

c. Akses bantuan uang tunai bagi keluarga kurang mampu. 

(4) Kegiatan Intervensl Sensitif Pencegahan Stunting untuk 
peningka an penyediaan air m irrurn dan sanitasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: 
a. Akses air min um yang aman; dan 

b. Akses sanitasi yang layak. 

g. Su plemerrtast zirrk u nru k pengobatan diare; 
h. Mariajcmen Tcrpaclu Balita Sakit (MTBS); 
i. Pencegahan Cacingan; 

j. Mariajcmen pelatihan untuk Kader Posyandu dan Kader 
Pernbarrgurian Manusia (KM }; dan 

m. Pemberian honor bag. Kader Pern barrgtrrrarr Manusia (KPM). 

g. Irnunisasi; 

(3) Kegiatan Intervensi Prioritas dan Pendukung bagi 1.000 (seribu) 
Hari Pert arna Kchidupan (HPK) untuk ibu menyusui anak O 
sampai 23 Iru lari se bnge.irrrarra dilnaksud pada ayat (1) huruf a 
mcliputi kegiatan: 

a. Promosi dan konseling menyusui; 

b. Prornosi dan konseling Pemberf.an Makanan Bayi dan Anak 
(PMBA). 

c. Tata Ialcsaria gizi buruk; 

d. Pern ber iarr makauan tarubuhari pemulihan bagi anak kurus; 
e. Pem ant.au an dan promosi perturnbub.an: 
f. Suplemen kapsul Vitamin /\... 

b. Suplementasi Tablet Tambah Darah; 
c. Strplernerrtaai Ka.lsium.; 
d. Pemcriksaan Kchumilan: 

e. Perlinrlungan dari Malaria; 

f. Pencegahan HlV; ctan 
g. Pencegahan I' · nyakit Kusta. 

a. Pernber iar; makanan tambahan bagi ibu hamil dari kelompok 
rniskin dan atau Kurang Eriergi Kronik (KEK); 



1 BAB V ..... /-J 5- 
: 

Bagian Kesatu 
Penyedia Layarian 

Pu.sal 6 
( 1) Pr-riy=rf ia. layan.an merupakan sarana pemenuhan kebutuhan 

layanan yang dapat dengan m udah diakses oleh sasaran 1. 000 
(ser ib u) Hari Pert.am a Kehidupan (IIPK). 

(2) Fungsi penyedia layanan sarigat penting untuk mcmastikan 
ketersediaan layanan yang berkualitas dan rnenjadi tumpuan 
ma syarnlcar so sai an dalam pencegahan stunting. 

(3) P ',1ycdla layanan ecbagaimaria dirnaksud pada ayat ( 1) dibagi 
d alnm 2 (dua) katcgori sebngai berikut: 
a. Teknis sektoral, yakni penyedia layanan yang mem beri 

dukungan tekrus <lari pelaku sektoral d an 
bertanggungjawab penuh terhadap penyediaan layanan 
yakni Puskesmas dan Puskesmas Pembantu; dan 

BAUV 
PE VEDIA LAYANAN PENCEGAHAN STUNTING DI ICAMPUNG 

(7) Kegia cari intervensi sensitif pencegahan stunting untuk 
peningkat.an akses pangan bcrgizi sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) huruf b meliputi : 

a. Akses Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bagi keluarga kurang 
mampu. 

b. Akses fortifikasi bahan pnrigari utama yakr i tepung tertgu , 
gararn, rninyak goreng. 

c. Akscs kegtatan Kawasan f-<.11:i.nah Pangan Lestari (KRPL). 
d. Penguatan regulasi. mengenat tabel dan iklan pangan. 

(6) Kcgiatan intervensi aen sit.it penccgahan stunting untuk 
pcningkatan keaadar-an, komltmen praktik pengasuhan dan gizi 
ibu dan anak sebagaimana ctimaksud pada ayat ( 1) huruf b 
meliputi: 

a. Penyebarluasan informasi melalui berbagai rnedia di Kampung. 

b. Penycdiaan konschng perubahan perilaku arit.ar pribadi. 

c. Penyediaan Icorrsehng pengasu han untuk orang tua. 

d. Penycdiaan akses Perrdidtlcari Anak Usia Dini (PAUD), promosi 
stimulasi anak usia dini dan pemantauan turnbuh kembang 
anak. 

e. Penyediaan konseling kcschatan dan reproduksi untuk 
remaja. 

f. Pe-mb crd ayaan pcrcrrrpu an dan perlindungan arrak. 
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cl. Turul mempromosikan ..... /-16-i 

(1) Dalarn rangka mempermudah fasilitasi konvergensi pencegahan 
stunting di tingkat Kampurig, m.aka kegiatan-kegiatan intervensi 
spesifik maupun sensitif bagi sasaran rumah tangga 1.000 
(ser-ibu] Hart Pertama Kehidupan (HPK) sebagaimana di atas 
.Iikc-Iompokkan drilnm 5 (Iima) paket layanan intervensi sebagai 
bcrikut: 
a. Kesehatan lbu clan Anak (KIA) 

b Konseling Gizi Tcrpad u; 
c. Air bersih dan sanitasi; 

Bagian Kedua 

Lima Paket lntervcnsi Layariun Pencegahan Stunting 
Pasal 7 

b. Berbasis masyarakat, yakni penyedia layanan yang 
mcngolaborasikan peran penyedia layanan teknis sektoral 
dengan peran aktif masyarakat selaku pelaku utama 
pem barrgurrari, yaitu: Posyandu, PAUD dan Kelompok 
Keluarga. 

(4) Pengcmbangan kegiatan dan layanan pada Posyandu, PAUD dan 
kelompok keluarga seiring dengan Upaya Keseb atari Bersumbcr 
Daya Masyarakat (UKBM) yang harus dilakukan secara terpadu 
disediakan untuk : 
a. mendukung ibu hamil untuk mengonsumsi makanan yang 

sehat dan seimhang dalam. jumlah yang cukup; 
b. rncmbantu ibu Irarrril untuk memeriksakan kehamilan 

kepada fasilitasi pelayanan kesehatan; 

c. mengingatkan ibu hu: ril untuk min urn .ablet tambah 
darah sec.ara ter-at ur S<"1 iap hari; 

d. rncmbantu ibu h.amtl urrtuk dapat 1nelahirkan difasilitasi 
kesehatan oleh tenaga kcsehatan; 

e. rnendukung pclaksanaan inisiasi menyusui dini (imd) dan 
pemberian air susu ibu (asi) eksklusif selama 6 bulan; 

f. berperan aktif dalam. pelaksanaan posyandu dan 
mengajak ibu hamil dan anak balita untuk datang; 

g. rnernbarrtu tenaga kcschatan dalam mendampingi ibu 
h a m il atau penangonan ualita gizi kurang; 

h. turut mem promosrkan dan melaksanakan poJa hidup 
bersih dan sehat di lingkungannya; dan 

i. melakukan pclatihan dan peningkatan kapasitas bagi kader 
kampung dan kader pcmbangunan manusia (kpm) dalam 
membantu dan meridampingi. ibu hamil atau penanganan 
balita gizi kurang. 
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a melakukan kon vergensi / -1 7-1 

( 1) Prasyarat pcrwujudan konvergensi pencegahan stunting di Kampurig 
upaya mewuju dkari konvergensi pencegahan stunting di Kampung 
mensyaratkan adanya: 

a. Pemerintah Pu sat, Pemedntah Daerah Provinsi dan 
Pemerintah Dacrah Kabupaten/Kota dan Pemerintah 
Kam pung mengelola pelaksanaan program/ kegiatan layanan 
intervensi gizi spesifik d an sensitif secara terpadu dan 
terintegrasi sesuai dcngan kewenangannya masing - masing; 

b. Pemberian 5 (lima) paket layanan pencegahan stunting kepada 
semua sasaran rum.ah tangaa 1.000 (seribu) Hari Pertama 
Kehidupan (HP1(); dan 

c. Kepast ian diterimanya 5 (lirna) paket layanan pencegahan 
stunting oleh scmua sasaran rumah tangga 1.000 (seribu) Hari 
Pert.arn a Kehidupan (HPK). 

(2) Tanggung Jawab Pemerintah Kampung dalam konvergensi 
pencegahan eturitinq di Kampung dilakukan dengan cara sebagai 
berikut: 

Bagian Kesatu 
Persyaratan dan Tanggung jawab 

Pasal 8 

BAB VI 

KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING 

DIKAMPUNG 

(2) Setia.p paket layanan sebagaimana dim akaud pada ayat ( J) 
tcrsebut dite tapk.an indikntor-indikator yang alcan dipantau 
untuk memastikan sasaran 1000 (seribu) Hari Pertama 
Kchidupau (l IPK) rnerrd ap at layanan intervensi yang sesuai. 

(~~) Proses pemantauan akan dilakukan dengan menggunakan 
"scorecard" atau forrnulir penilaian konvergensi kampung. 

(4) Indikator pemam.auan sasaran sebagaimaria dimaksud pada 
ayat (2) dan ayat (3) dibuat dalam bentuk formulir isian 
sebagaimana terlampir dun satu kesatuan dari peraturan 
bupati ini. 

(5) Fasi!itasi pemantauan layariari sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) juga memperhatikan kegiatan intervensi sensitif dan 
spesifik Jairmya, seperti Ail" Susu lbu (ASI) eksklusif, inisiatif 
menyusui dini, perilaku hidup bersih dan sehat, peningkatan. 
akses pangan dan lain-lain. 

e. Pendidik:an Anak Usia Dini (PAUD). 

d. Perlindungan sosial; dan 
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(5). Integrasi sistem ..... /-18- i 

(3) Penga.mbilan data sekundc,· sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf b dapat mcnggunal an sumber data, antara lain: 
a. Profil Kampung; 

b. Sistem informasi pcmbangunan berbasis masyarakat 
(SIPBM) 

c. Sistem keuangan kampung. 
(4) Data yang dipakai di dalam analisa kebutuhan dan 

penyusunan kegiatan pencegahan stunting di Kampung 
scb gaim ana dirnaksud P' da ayat ( 1) huruf c merupakan 
satu--satunya data yang dimanfaatkan oleh para pemangku 
kcpentingan dalam konvergensi pencegahan stunting di 
Kampung. 

(2) Keterpaduan a a pr imer pencegahan stunting di Kampung 
sebagaimana dimaksu<l pada ayat ( 1) huruf a sekurang­ 
kurangnya rncliputi: 

a. data kondisi penyedia layanan; 

b. data sasaran; dan 

c. data prioritas m asalah. 

c. keterpaduan data analisa kebutuhan dan penyusunan 
kegiatan pen cgahan stunting di krunpung; dan 

d. keterpaduan data te-riru.egrast. 

stunting di pencegahan (1) Ket.erpaduan Data Konvergensi 
Kam purig meliputi: 
a. keterpaduan data primer, 

b. keterpaduan data sekunder; dan 

Pasal 9 

Bagian Kedua 
Keterpaduan Data dan Pelaku Konvergensi 

Pencegahan Stuniinq di Kampung 

a. melakukan konvergensi dalarn perencanaan dan penganggaran 
program dan kegiatan pembangunan kampung untuk: 
mendukung pencegahan stunting; 

b. rnemastikan setiap sasaran prioritas menerima dan 
mem.anfaatkan paket layanan intervensi gizi prioritas; dan 

c. mcmpcrku at pemani.auau dan evaluasi pelaksanaan 
pelayarran kcpada seluruh sasaran prioritas serra 
mengkoordinfr pendataan snaaran dan pen u takhiran data 
cakupan intervensi secaru rutin. 

- l I - 



a. Pelaku penyedia layanan ..... /-19- ~ 

Pasal 11 
(1) Pelaku konvergensi pencegahan stunting di Kampung 

ditentukan oleh kapasitas, peran aktif dan pola kerja sama 
yang dibangun antar pclaku di tingkat Kampung dan antar 
Karnpung, baik individu rnaupun lcrn baga, sesuai fungsi dan 
kewenangannya. 

(~) F'u ng sl dari seti.ap pclaku yang terlibat d alarn konvergensi 
peucegahan sturainq di Karnpung dibagi dalam 3 (tiga) kategori, 
yaitu : 

Pasal 10 
(1) Untuk m enj arn in keterpaduan la.ya.nan dan konvergensi 

pcncegahan stunting di Knmpung maka pelaksanaan kegiatan 
sel>agaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan cara 
swakelola berdasarkan kcwenangan kampung. 

(2) Swakclola scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
oleh penyectia layanrm di Kampung sebagai pelaksana 
program./kegiatan pencegahan stunting di Kampung. 

(3) Sebagai bagian dari penguatan kewenangan Kampung maka 
swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan 
oleh penyedia kesehatan clan pendidikan di Kampung, yaitu 
antara lain : Posyandu, PAUD, Polindes dan Poskedes. 

(4) Khusus urituk pembangunan sarana dan prasarana 
kesehatan dan pcndidikan sebagai bagian dari kewenangan 
Kampung, dikelola oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). 

(5) Integrasi Srstcrn Perencanaan Pembangunan dan Anggaran 
Kampung untuk perencanaan program/kegiatan pencegahan 
stunting di Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
huruf a, merupakan bagian dari sistem perencanaan 
pembangunan dan anggaran Kampung sesuai dengan 
Ketentuan Perundang - Undangan t.entang Karnpung. 

(6) Ket.erpaduan data sebagaimana dimaksud ayat ( 1) harus 
rn ern pertahankan berbagai prograrn/kegiatan pembangunan 
yurrg m a strk di Kampung. 

(7) Program masuk karnpung sebagaimana dimaksud pada ayat 
(6) khususnya yang terkait dengan pencegahan stunting 
diintegrasikan mclalui mekanisme konvergensi pencegahan 
stunting di Kabupaten/ Kota. 

(8) Kelompok peduli stunting terutama pegiat pemberdayaan 
masyarakat dan pelaku pembangunan di kampung yang 
peduli terhadap upaya percepatan pcncegahan stunting di 
Karn p urrg, rnent •rpadukan aktivitasnya melalui Rumah 
Kampung Sehat (RKS). 
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PasaJ 14 ..... /-20-4 

(1) Pengorganisasian konvergeriei pencegahan stunting dilakukan 
melalui pengernbangan Sekretariat Bersama Rurnah Kampurig 
Sehat (RKS). 

(2) Pengorganisasian ecbagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi 
olel i Pcndamping Desa (PD) dan/ a tau Pendamping Lokal Desa (PLD} 
be raarna pemor mtah kampung dibantu oleh Kader Pembangunan 
Manusia (KPM). 

Pasnl 13 

(1) osia1isasi mc.rupakan kegiatan yang harus dilakuka.n dalam 
taha.pan pernberclayaan masyarakat Karnpung melalui 
penyebaran informasi konvergen si pencegahari stunting di 
Kampung. 

(2) Sosialisasi konvergensi pencegahan stunting di Ka.mpung 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk 
meningkatka.n pemahaman dan kesadaran Kcpala Kampung, 
Barn u sk.am dan masyarakat Kampung khususnya tentang 
bcragarn progrmn/kegiatau pembangunan Kampung yang 
sccara khusus ten tang beragam progra.m/kegiata.n 
perribarigurian di Kampungyaug secara khusus ditujukan untuk 
mernpcroepat cegah stunting yang dikelola secara konvergen. 

(3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan 
melalui pendekatan dan penggunaan media yang disesuaika.n 
dengan kondisi obyektif yang ada di Kampung dan dapat 
dilakukan sccara informal maupun formal. 

(4) Pelaksariaan sosialisasi menjadi bagian tanggung jawab setiap 
pelaku konvergensi pencegahan stunting di Kampung. 

(5) Pend.amping masyarakat Karrrpu ng mernfasilitasi sosialisasi 
konvergensi pencegahan stunting di. Kampung dengan 
berpedoman pada Pedoman Teknis Fasilitasi Keterbukaan 
Inforrna si Pembangunan Desa berdasarkan Surat Direktur 
Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Desa, Kementerian 
Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 02.l/PMD.04.02/ 1/2018, 
tanggal 8 Januari 2018, Lcntang Percepatan Pelaksanaan 
Keterbukaan Infmmasi Pembangunan Desa. 

Pasal 12 

BAB VII 
FASILITAS SOSIALISASI DAN PENGORGANISASIAN 

b. Pelaku pcny .dia layanan; 
c, Pelaku porrgarn bil kcputusan; dari 

d. Pelaku pcluk.earra kegiatan. 
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a. Peninjauan kembali atas basil pemetaan layanan dan 
pclaku konv rgensi; 

b. Pembentukan Rurnah Kampung Sehat (RKS); dan 

c. Penyepakatan mekanisrne pembentukan, ketentuan dan 
agenda kerja Rurnah Karnpung Sehat (RKS). 

(4) Mekanisme pembentukan dan pengorganisasian Rumah 
Kampung Sehat (RKS) dilakukan dengan memedom ani 
pedoman teknis Rumah Kampung Sehat (RKS) yang 
ditetapkan oleh Kemcnterian Desa Pembangunan Daerah 
Tertinggal dan Transmigrasi. 

(5) Korrvcr gen si pen .egah an stunting melalu i Rumah Kampung 
Sehat (RKS) sebagaimaria dimaksud pada ayat (1) huruf c 
untuk memperkuat penclayagunaan keuangan dan aset 
Kampung khususnya Dana Desa untuk pencegahan stunting. 

(6) Konsolidasi kepentingan sci>agai1nana dimaksud pada Pasa] 
b <lila kukan 
dengan cara sebagai berikut: 

a. Penggunaan data kondisi layanan dan sasaran rumah 
tangga 1.000 (seribu) Had Pertama Kehidupan (HPK); 

b. Perumusan usulan program/kegiatan intervensi layanan 
gizi spesifik dan scnsitif yang disusun berdasarkan data 
kondisi layanan dan sasaran rumah t arigga 1.000 (seribu) 
Hari Pertarna Kehidupan (HPK); 

c. Pembahasan bersama ..... /-21-t 

(2) Pemet.aan penyedia layanan dan pelal{u konvergensi 
scbagaitnana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilukukan melalui 
wawancara, pertcmuan kclompok serta penggalian data 
sekunder Kampung melalu i kegiatan : 
a. Penyusunan pera sosial; 

b. Diskusi tematik/FGD; d&n 

c. Observasi/kunjungan langsung. 

(3) Pembangunan Dinamika kelompok sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b dilakukan untuk menjamin saluran 
kom urtilcaai antar kelernbagaan lokal kampurig yang 
reprcscntatif, setara, aspiratif serta membclajarkrrn tentang: 

(1) Pengorganisasian sebagaimana dirn.aksud pada Pasal l 3 
dilakukan dcngan langkah-·langkah fasilitasi pengorganisasian, 
yaitu: 

a. Pemetaan penyedia Iayarran dan pelaku konvergensi. 
b. Pembangunan dinarnika kelompok. 

c. Konvergensi pencegahan stunting melalui Rumah Kampung 
Sehat (RKS). 

Pasal 14 
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(2) Pemetaan sosial ..... /-22-f~ 

Pasal 16 
(1) 'l'ahap pemetaan sostal (Peudataan) sebagaimana dimaksud pada 

Pasal I 5 ayat (3) huruf a dilakukan bersama Kader Pem bangunan 
Manusia (KPM) menggcrakkan pegiat pemberdayaan masyarakat 
kampung yang tergaburig dalam Rumah Kampung Sehat (RKS) 
untuk melakukan pemetaan sosial. 

a. Tahap pcm etaan sosial (pendataan); 

b. T'alrap fasilitasi diskusi kelompok terarah (FGD) di Kampung; 

c. Tahap Rembu k stunting lingkat kampung m.elalui Rumah 
Kampung Sebat (RKSJ sebagai penyelenggaraan rembuk 
stunting di Kampung; 

c. Kampung stunting; dan 

d. Tahap advokasi pencegahan stunting di Kampung. 

( l) Perencanaan program./ kegiatan pencegahan stunting di 
Kampung sebagai bagian dari tata kelola pembangunan 
Knmpung dilaksanakan scsuai dengan ketentuan Peraturan 
Per u rrdarig-Urrdarrga n tentang Desa. 

(2) Fa sthra.si perencanaan pencegahan stunting di Kampung ini 
adalah memastikan kegiatan konvergensi pencegahan 
stunting dilaksanakan sesuai mandat Undang-Undang Dcsa. 

(3) Fasilitasi perencanaan pencegahan stunting di Kampung 
dilakukan dengan tahapan-tahapan perencanaan sebagai 
bel'ikut: 

Pasal 15 

Bl'J3 VIII 
FASILITASI Prt:kENCJ\NAAN PENCEGAHAN STUNTING 

Desa untuk 
layanan grzr 
tangga 1.000 

e. Advokasi priorrtas I cnggunaan Dana 
pendanaan program/ tcegtatan intervensi 
spesifik dan sensit if bs gi sasaran rum ah. 
(scribu) Bari Pertuma l<.chidupan (HPK). 

c. Pembabasan bersama para pegiat pemberdayaan 
masyarakat dan pelaku pembangunan yang peduli dengan 
upaya periccgahan stunting di Kampung dalam Rembuk 
Sturitinq di Karu pu ng; 

cl. /\.dvokasi usulan pr'ogr. -rn /kegiatan interven.st layanan gizi 
spesifik dan sensitif bagi sasaran rum ah tangga 1. 000 
(seribu) Hari ertarua Kehidupan (HPK) dalam 
perencanaan pcmbung urari di Kampung; dan 
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(8) Kampanye stunting ..... ./-23-i 

d. Merumuskan altern atif kcgiatan prioritas untuk mericegab 
dan/ atau rnenangani masalah kesehatan di Kampung. 

(4) Tahap Rernb u k Stunting tlnglcat desa sebagaimana dimaksud 
pada Pasal 15 ayat (3) huruf c dilakukan rnclalui Rumah 
Karn p .rng Sehat (RKS) yang di laksanakan sebelum 
musyawarah Kampung untuk penyusunan perencanaan 
pembangunan Karnp'urig tahun berikutnya. 

(5) Rembuk Stunting sebagairnana dim alcaud pada Pasal 15 ayat 
(7) berfungsi sebagai forurn musyawarah antara masyarakat 
kampung dengan pemerintah kampung dan badan 
permusyawaratan kam pu ng untuk membahas pencegahan 
dan penanganan masalah kesehatan di Kampung khususnya 
stunting dcngan mendayagunakan strrn ber daya 
perub arrgu nari yang ada di Kampung. 

(6) Teknis pelaksanaan hasil Rembuk Stunting kampung diatur 
tcrsendiri rnelalui pedom an teknis. 

(r/) Tahap advokasi pencegahan stunting di Kampung 
sebagairnana dim alcsu d pada Pasal 15 ayat (3) huruf c 
dilakukan berdasarkan bcrita acara terrtarig hasil rembuk 
stunting yang disumpaikan oleh perwakilan Rumah Kampung 
Sehat (RKS) kcpada Kepala Desa dan Badan 
Pr-r m ueyawacar an Kam.pu ng sebagai usulan masyarakat 
dalam penyusunan dolcu meri perencanaan pem bangu nan 
Kampung (RPJMK) dan / atau rencana Rumah Kampung 
Sehat (RKS) kepada Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan 
Kampung sebagai usulan masyarakat dalam penyusunan 
dolcurricn perencanaan pernbangunan Kampung (RPJMK) dan 
/ atau Rencana Kcrja Pemerintah Kampung (RKP-Kampung) 
se-rt a dokurnen perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Karrrpu ng (APBK). 

c. Merumuskan peluang clan potensi sum ber daya untuk 
perrrecah an rnasalah; dan 

(2) Pemctaan sosia1 scbagaimaria dimaksud pada ayat (4) 
rueru pakan proses di tingkat dusun untuk: mengidentifikasi dan 
mendata status Iayarian saaaran r urriah tarigga 1.000 (seribu) 
Hari Pertarna Kehidupan (HPK) dan kondisi pelayanan sosial 
dasar di Kampung. 

(3) Tahap fasilitasi diskusi kelompok terarah di kampung 
sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (3) huruf b 
mencakup: 

a. Analisa sederhana terhadap basil pernetaan sosial; 

b. Menyusun dattar masalah yang diprioritaskan untuk 
diselesaikan; 
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kegiat an 
16 d apn t 

Bagian Kedua 
Pernbagian Peran 

Pasal 19 
pcran pelaku untuk pelaksannan 

dtrn alcs u d porta Pasal 5 dan Pa.s'al 
Pembagian 
scbaga,matH.l 
dibagi·dalarn: 

a. Kegiatan rutin, pemantauan iayanan, rapat bulanan kader 
kampung, pelaporan, analisis data terpadu dan sebagainya; 
dan \ 

b. Kegiatan khusus ..... /-24--tr 

(2) Kepala Kampung, dibantu oleh pegiat pemberdayaan masyarakat, 
pelaku pembangunan kampung dan Kader Pembangunan Manusia 
(KPM) yang tergabung dalarn Rumah Kampung Sehat (RKS), 
mengkoordinasikan pelaksanaan program/ kegiatan pencegahan 
stunting di Kampung. 

Pasal 18 

(1) Kegiatan yang term uat dalarn rencana kerja sebagaimana 
dirnaksud pada Pasal 1'7 ayat (1) setiap pelaku terkait 
mcnyu sun langkah-langkah kerja teknis yang dapat 
dilakukan dalarn kurun waktu tertentu. 

Di\BIX 
FASILTTASI PELAKSANAAN PENCEGAHAN STUNTING 

Bagian Kesa.tu 
Kewajiban Kampung 

Pasal 17 
(1) Pemertrrtah Kampung wajib memiliki rencana kerja 

pelaksanaan pembarigurran kampung yang 
terkonvergensikan dengnn rencana kerj a pelaksanaan 
pembangunan daerah, kb.u su enya rencana kerja pelaksanaan 
pencegahan stunting di Kam pung. 

(2) Rencana kcrja pelaksanaan pembangunan Karnpung 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus mernuat rencana 
5 (lima) paket layanan pencegahan stunting. 

(8) Kampanye stunting scbagnimana dimaksud pada Pasal 15 
ayat (3) huruf d m rupakan kegiatan penyebarluasan 
informasi sebelurn atau setelah Rem bu k Stunting kampung 
melalui. berbngai potcnsi m edia 1okal yang dilakukan secara 
berkelanjutan. 

(9) Para p ih ak yang tergabung dalam Rumah Kampung Sehat 
(RKS) beserta warga m.asyarakat kampung yang peduli alcan 
upaya pencegahan stunting di Kampung bersama-sama 
mcrigawal usu an progrrun/kegiatan pencegahan stunting 
untuk dapat di biayai ..:lengan menggurralcan keuangan 
karnpung khususnya Dana Desa sesuai dengan ketentuan 
Peraturan Perundang - Uridarigan yang berlaku. 
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a. masukan atas /-25- ~ 

(5) Hasil perhitungan dan catatan basil monitoring bulanan 
sefanj utrrya dibahas dalnm rap at evaluasi 3 (tiga) bulan yang 
diharapkan mcnjadi: 

(4) Karler Pembangunan Manusia (KPM) dan Sekrctariat Bersama 
Rumah Kampung Schat (RKS) juga perlu mencatat apa yang 
meriyebabkan sasaran dalam periode terscbut tidak menerima 
paket layanan sccara lcngkap. 

(3) Sebelum rapat 3 (tiga) bulanan dilakukan, Kader Pembangunan 
Manusia (!(PM) melakukan rekapitulasi hasil monitoring 
bulanan terkait dengan: 
a. Tingkat capaiari indikator layanan pencegahan stunting 

di karnpung; dun 
b. Tingkat konvergensi Iayan an pencegahan stunting di 

kampung. 

(l) Rapat evaluasi hasil pemaritau an scbagairnaria dimaksud pada 
Pasal 20 dilalculcan sebagai kegiatan rutin Sekretariat Bersama 
Rumah Karnpu.ng Sehat (RKS) dalam merigevalu asi data dan 
pelaporan basil pemantauan layanan secara periodik yang 
dikoordinir oleh Kader Pembangunan Manusia (KPM). 

(2) Rapat sebaguimaria dimatcsud pada ayat (1) dipimpin oleh 
Kepalo Karnp urrg dan diikuti oleh Badan Pennusyawaratan 
Kampung, seluruh Kader Kampung, Tokoh Masyarakat, serta 
perwa.kilan ke-lernb agaari rnasyarakat kampung yang 
ada terrnasuk melibatkan unsur petugas layanan darl dinas 
tcrkait serta pendamping program yang ada di Kampung. 

Bagian K tiga 
Rapat -- Rapat 

Pasal 21 

(1) Pegiat pernberdayaan masyarakat, pelaku pembangunan 
karnpung dan Kader Pembangurian Manusia (KPM) yang 
tergaburig dalarn Rumah Knm pu ng Sehat (RKS) melakukan 
pernarit au an pernerruh an layanan intervensi gizi spesifik dan 
sensitif bagi aasaran rumah tangga 1.000 (seribu) Bari Pertama 
Kehidupan (HPK). 

(2) Kegiatan pemantauan dtruaksud dengan berpedoman pada 
Buku Pendataan dan Pemantauan Layanan Bagi Saran Rumah 
Tangga 1.000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan (HPK). 

Pasal 20 

b. Kegta tari khnsus, sosialisasi, pengawasan silang dan 
bcrjenjang, audicnsi, peningkatan kapasitas dan sebagainya 
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( 1) Pelaporan hasil k.onvergensi pencegahan stunting dilakukan 
pada setiap 
al<llir tahun atau awal tahun berikutnya. 

(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
memperhatikan beberapa hal yang akan dilaporkan kampung, 
yaitu: 

a. Keberadaan sasaran 1.000 (seribu) Hari Pertama 
Kehldupan ( -IPK) dalam periode satu tahun antara lain, 
total ibu b.arn.il; j urrrlah ibu hamil KEK atau Risti; total anak 
O sarnpai cngan 23 bulan; jumlah anak O sampai 23 bulan 
tcrindikasi stunting (pengukuran derigan tikar 
pertumbuhan); Jurnlah anak O sampai 23 bulan berisiko 
stunting (perigu kuran dcngan tikar pertu.mbuhan); dan 
jurnlah anak O sarnpal dengan 23 bulan tidak stunting 
(pengukuran dengan tikar pertumbuhan). 

b. Tingkat konvergensi ..... /-26-~ 

Bagian Keempat 
Pelaporan 

Pasal 23 

( l ) Secara khusus hasil dari pemantauan bulanan disampaikan 
dalam laporan akhir pelaksanaan kegiatan yang disampaikan 
kepada KepaJa Karnp'urrg dan Badan Pennusyawaratan 
Karnpung dalarn Musyawnrah kampung yang diselenggarakan 
pada bu lan Deserrrber seriap tahun. 

(2) Pelaporan ini juga dapat dilakukan terintegrasi dengan 
pelaksanaan Musyawarah Kampung pertanggung jawaban 
pernbangunan Kampung yang dilakukan 2 (dua) kali dalam 
setahun, yakni pada setiap bulan Juni dan bulan Desember. 

(3) Da'larn pelaksanaan m u eyawar ah 1n1 juga disampaikan 
capaian basil p .murrte u.an terhadap 5 (lima) paket layanan 
pencegahan stunting serta korelasinya terhadap 
perkem bangan angka stunting di Karnpurig. 

Pasal 22 

lay an an; 

c. Masukan rekomendasi dalam pembahasan Rembuk Stunting 
Distrik, Muarenbang Distrik, Lokakarya. Lintas Sektor 
Pu skesmas sert a konsolidasi di tingkat kampung lainnya; 

d. Peningkatan kinerja perne ntau an bulanan; dan 
e. Bahan sosialisasi dan penggalangan dukungan partisipasi 

masyarakat. 

atas proses perencanaan pembangunan a. m aeu kan 
kampung; 

b. bahan advokasi pemerintah kampung kepa.da penyedia 
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Bagian Kedua /-27-~ 

Pasal 24 
(1) Kcterbukaan informasi stunting adalah upaya kampung dalam 

mempcroleh dan mempubttkastkan data konvergensi 
pencegahan stun.ting berbasis kampung diperoleh melalui 
serangkaian kegiata.n identifikasi, perencanaa.n dan data basil 
pengukuran terhadap bayi u sia O < 2 tahun. 

(2) Hasil pengukuran serta publikasi a.ngka stun.ting digunakan 
untuk m.emperkuat komilrnen pemerintah kampung dan 
masyarakat dalam gerakan hersama pencegahan stunting. 

(3) Tujuan pengukuran dan publikasi angka stunting adalah: 

a. Mengetahu status gizi anak sesuai umur, sehingga Kader 
Posyandu dapat; 

b. Mengukur pre-valen st siunting di tingkat Kampung, yang 
dilaporkan sccar a bcrjcnjarig mulai dari Posya.ndu ke 
Dinas Kesehatan Kabupaten. 

BABX 
FASILITASI PENGAWASAN PENCEGAHAN STUNTING 

Bagian Kesatu 
Keterbukaan Informasi 

c. Hasil pengukuran tikar pertumbuhan. 

d. J urnfah dana dari Anggaran Pendapatan Bclanja Kampung 
(APBK) untuk kegiatan pencegahan stunting. 

(3) Adapun format pelaporan hasil pemantauan konvergensi 
pencegahan stunting di Kampung kepada sasaran rumah 
tangga 1.000 (seribu) Hori Pertama Kehidupan (HPK) 
berpe<loman pada bulcum pendataan dan pemantauan 
layanan bagi sasaran rumah tangga 1.000 (seribu) Hari 
Pert.ama Kehidupan (HPK) 

(4) Data yang au dab tercatar dalam formulir pengukuran dan 
pemantauan (form: pemantauan bulanan) serta basil analisa 
dalarn for m u lir rekap 3 (tiga) bulanan disampaikan kepada 
kepala kampung sebagai bahan laporan dan ditembuskan 
kepada pib ak lain yang relevan. 

(5) Data formulir dan hasil analisa perlu dibuatkan at.au 
dituliskan kern bali dalam format yang sederhana dan cukup 
informatif untuk sclanjutnya disebarkan atau dipasang di 
papan-papan informasi sehingga dapat di baca dan diketahui 
oieh maeyaralcat berbagai pihak. 

b. Tingkat konvergensi J .000 (seribu) Bari Pertama 
Kehidupan (HPK) d alarn pcnerimaan paket layanan selama 
setahun. 
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Bagian Keempat ..... /-28- ~ 

Rum u sa.n usulan-usu1an perbaikan dilakukan berclasarka.n hasil 
rem.buk pengawasan melalui pertemuan Rumah Kampung Seha.t 
(RKS), yang ditujukan kepada: 
a. Pelaksana pengukuran stunting; 

b. Pcmcrintah Kampung; da.n 
c. Pcmerin tah Kampung. 

Bagian Ketiga 
Usulan Perbaikan 

Pasal 26 

Bagian Kcdua 
l embuk Pcngawasan 

Pasal 25 
(1) Remb'uk pengawasan dalarn konvergensi pencegahan stunting di 

Kampung sangat penting dilakukan dalam rangka 
pengendalian atas efektivit.as setiap proses kegiatan dalam 
pencapaian tujuan yang diharapkan. 

(2) Rembuk pengawasan. dalrun konvergensi pencegahan stunting 
di Kampung adalah urrtuk : 

a. m.cmastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana 
yang telah ditcntukan; 

b. menjaga agar kualitas dari setiap kegiatan yang 
dilaksanakan telah 
sesuai denga.n kriteria. yang ditetapkan; 

c. memastikan .sclurub pelaku pencegahan stunting telah 
rnelakukau cewajiburi dan tanggung jawabnya sesuai 
dengan tugas dan fungsi m aaing-m asrng: 

d. mendapatk.an penilaian terhadap hasil pelaksanaan 
program; 

e. merigelola pengaduan dan penyelesaian masalah; 
f. menyusun laporan basil pelaksanaan kegiatan; dan 

g. rnerryu su n rencana tindak lanjut pelestarian dan 
perna.nfaa an basil kegiatan. 

(3) Rern.bu k Pengawasan Konvergensi perioegah.ari stunting di 
Kampung dilakukan sekuran.g-kurangnya 1 (satu) kali setiap 
tr iwt i lrrn dengan melalculcan pembahasan sebagai berikut: 
a. efektivitas pengukuran; 
b. petalcsanaan pengukuran; 

c. pengelolaan data; 

d. pemanfaatan data b asit pengukuran; dan 

e. drsernirraei dan p ubtilcaei hasil pengukuran. 

• 
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Pasal 28 /-29-i 

Bagian Kesatu 
Strm ber Pembiayaan 

BAB XI 

PEMBI/\ YAAN 

{l) Pclapor ari rnasalah pada tal ap ini merupakan tindak lanjut dari 
rembuk pcngawasan dalnm pclaksanaan kegiatan konvergensi 
pencegahan stunting di Kuruptrng di Karnp urrg, terrn aeu.k usu lan­ 
usu lan perbaikan yang ditujukan kepada pcnyedia layanan 
ditingkat kampung serta U11it Pelaksana Teknis (UPI') dan 
Organisasi Perangkat Daer- (OPD) terkait ditingkat Kabupaten. 

(2) Selain sebagai cntuk akuntabilitas, tujuan pelaporan 
konvergensi perrcegah an etuntinq di Kampung bagi setiap 
pcmangku kepentingan terknn adalah sebagai berikut: 

a. Bagi Organisasi Perurigks t Daerah {OPD) Kabupaten, 
pelaporan dapat merijadi dasar perttmbarigan pengambilan 
kcbijakan dalam rnemberikan dukungan layanan konvergensi 
pencegahan stunting baik dalam menjamin Icete-r-se-draan 
tenaga kesehatan, Kader tcrlatih, Guru PAUD terlatih atau 
layanan intervensi spesifik lainnya; 

b. Bagi Organisasi Perangkat Daerah/ Kepala Distrik, pelaporan 
dapat menjadi dasar pertimbangan atas kincrja Kampung 
scrta bahan pcnilaian dan evaluasi untuk pengambilan 
kebijakan berikut.nya mclalui penghargaan, penindakan 
maupun mau pun pengembangan at as apa yarig telah dicapat; 

c. Bagi Kcpala Kampung, pelaporan dapat menjadt gambaran 
atas kinerja konvergensi pencegahan stunting yang telah 
dicapai di I arnptrngriya, serta bahan evaluasi untuk 
pengambilan ebfia.kart perbaikan dan peningkatan ke depan; 

d , Bagi para Kader Karrrp urrg, pelaporan dapat menjadi 
garn bar an atas k:inerj a konvcrgensi pencegahan stunting yang 
telah mereka capai serta pembelajaran untuk evaluasi 
perbaikan kinerjanya ke depan; 

e. Bagi Iasilitator pendamping program masuk kampung, 
pelaporan menjadi dasar pcrtimbangan atas kinerja kampung 
serta bahan evaluasi atas pcningkatan kinerja pendampingan 
beriku tnya; dan 

f. Bagi kelompok sasaran dan masyarakat urnurn, pelaporan 
sebagai bentuk pertanggungjawaban publik untuk mernbangun 
kontrol sosial d an bahan dukungan kontribusi masyarakat 
u n tu k peningkatan kinerja kampung berikutnya. 

Pasal 27 

Bagian Keernpat 
Pelaporan/ penyampaian Rekomendasi 

• 
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Agar sctiap orang mengetahuinya, menierintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan pencmpatannya dalam Bcrita Daerah Kabupaten Supiori.. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

BAD XII 

KETENTUAN Pl!.NUTUP 

Pasa.130 

(1) Pembiayaan pemantauan layarian , FGD dan analisa sosial, rapat 
rut.in Ru.mah Karn pu ng Seih at (RKS) dan insentif Kader dapat 
menggunakan Dana Desa sesu ai derigan prioritas penggunaan dana 
desa yang ditetapkan oleh Kemcnterian Desa Pembangunan Daerab 
Tertinggal dan Transmigrasi. 

(2) Penyusunan Rencana Kegiatan, dapat mengguriakan anggaran 
perencanaan penganggaran dcsa sebagaimana kcgiatan reguler 
r apat rapat rnusyawarah pcinbangu nan di Kampung. 

Pasa.129 

Bagian Ked ua 
Biaya Penyelenggaraan Kegiatan 

nesa dilakukan sesuai dengan 
kumpurig yang ditetapkan m.elalui 

melnlut Dana 
lokal bcrakala 
Kampung. 

(2) Pem biayaan 
kewenangan 
Musyawarah 

(1) Pernbiayuan k:cgiutan kampung dalam konvergensi pencegahan 
stunting bcrasal dari Anggaran Pcndapatan dan Belanj a Kampung 
(APBK}, Anggaran Pcndapatan dan Belanja Daerah (APBD) 
Kabupa.ten, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD} 
Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN} atau 
surnber pcmbiayaan lain seauai dengan Peraturan Perundang - 
Undarraan 

Pasal 28 
f 
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